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Abstrak

BUMDes Ngingas Makmur Abadi merupakan penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) terbanyak, di tahun
2019 dari total PAD Rp 90 juta per tahun, BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyumbang Rp 50 juta. BUMDes
Ngingas Makmur Abadi dalam mengembangkan IKM memiliki kendala yakni keterbatasan SDM dan kesulitan
untuk merangkul 1IKM agar dapat bergabung dibawah naungan BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memahami lebih jauh peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam pengembangan IKM di Desa Ngingas
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Peran Gede Diva (2009), meliputi fasilitator, katalisator, dan regulator.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, BUMDes sebagai fasilitator memiliki peran dalam pengembangan
IKM. Kedua, sebagai katalisator BUMDes memiliki peran yang cukup baik dalam pengembangan IKM, meskipun
belum maksimal. Ketiga sebagai regulator, BUMDes menunjukkan tidak memiliki peran dalam pengembangan
IKM.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes

Abstract

BUMDes Ngingas Makmur Abadi is the largest contributor to Village Original Revenue (PAD). In 2019, out of
atotal PAD of IDR 90 million per year, BUMDes Ngingas Makmur Abadi contributed IDR 50 million. BUMDes
Ngingas Makmur Abadi has obstacles in developing IKM, namely limited human resources and difficulties in
embracing IKM so that they can join under the auspices of BUMDes. The purpose of this research isto further
understand the role of BUMDes Ngingas Makmur Abadi in the development of IKM in Ngingas Village, Waru
District, Sidoarjo Regency. This type of research uses a descriptive qualitative method. The theory used in this
study is Gede Diva's Role Theory (2009), including facilitators, catalysts, and regulators. Data collection
techniques were carried out by observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques were
carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research
and discussion show that first, BUMDes as facilitators have a role in the development of IKM. Second, as a
catalyst BUMDes has a fairly good role in the development of IKM, although it is not maximized. Third, as a
regulator, BUMDes shows that they have no role in the development of IKM.

Keywords: Role, Community Empowerment, BUMDes

dan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur baik dari segi material maupun spiritual

PENDAHULUAN berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu aspek

Pembangunan nasional merupakan rangkaian penting pembangunan nasional yakni kemajuan dan
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemandirian desa. Iskandar (2020) menjelaskan bahwa
memajukan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa apabila permasalahan sosial-ekonomi di pedesaan dapat
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diselesaikan, maka sebagian besar tantangan
pembangunan di Indonesia akan terselesaikan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam
mencapai  pembangunan  nasional, = pemerintah
memfokuskan pembangunan dari desa. Mengingat
angka jumlah kemiskinan Indonesia didominasi
pedesaan, hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan
di desa cukup tinggi apabila dibandingkan angka
kemiskinan di kota. Hal ini dibuktikan dengan data tabel
di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut

Daerah
Tahun | Desa Kota
2018 13,10 6,59
2019 12,60 6,26
2020 13,20 755
2021 12,53 760
2022 12,36 7,93

Sumber : BPS, 2022

Pembangunan  desa  bertujuan  untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan
pembangunan, serta pemanfaatan potensi desa secara
berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kemandirian
desa. Pembangunan desa juga dapat meningkatkan
PAD, dimana PAD tersebut dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pengembangan desa dan mensejahterakan
masyarakat desa. Disamping hal itu, pemerintah pusat
juga menggelontorkan dana sejumlah ratusan juta
hingga milyaran rupiah untuk desa dimana besaran dana
yang diterima menyesuaikan jumlah penduduk desa,
luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat
kesulitan geografis.

Berdasarkan ~ Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023, penggunaan dana desa salah
satunya diutamakan untuk pemulihan ekonomi nasional
di bawah kewenangan desa, termasuk pembentukan,
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
BUMDes atau BUMDes Bersama serta pengembangan
usaha ekonomi produktif yang diprioritaskan oleh
BUMDes Bersama..

Utami dkk (2023) menjelaskan BUMDes
merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk
meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan
kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi
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desa. Peran BUMDes termuat dalam UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa dimana pendapatan BUMDes
digunakan untuk mengembangkan bisnis, membangun
desa, mendorong masyarakatnya, dan membantu orang
miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan
dan belanja desa. Nursetiawan dalam Siswanda dan
Meirinawati (2021) menjelaskan bahwa BUMDes
bekerja dengan cara mengintegrasikan aktivitas
ekonomi masyarakat ke dalam lembaga atau bisnis
profesional sambil mempertahankan potensi asli desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes yang
disepakati melalui musyawarah desa. BUMDes harus
melakukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah pusat terus berusaha untuk mengoptimalkan
pendirian BUMDes karena diharapkan akan
meningkatkan ekonomi desa.

Jumlah desa yang telah memiliki BUMDes
belum mencapai 75% dari total desa yang ada di
Indonesia. Berdasarkan BPS Tahun 2022 jumlah desa di
Indonesia berjumlah 83.794 desa sedangkan jumlah
BUMDes secara keseluruhan sebanyak 48.512
BUMDes.

Permasalahan  ketidaksesuaian  persentase
jumlah BUMDes dengan persentase BUMDes yang
aktif beroperasi ini salahsatunya dialami oleh Provinsi
Jawa Timur sesuai dengan penjelasan Emil E. Dardak
yang menyebutkan dari 6.100 BUMDes di wilayah Jawa
Timur, hanya 537 BUMDes yang berstatus maju apabila
dipresentasikan, hanya 12% BUMDes yang berstatus
maju (Kompas,2021).

Menurut  Faradin dan Fanida (2021)
Pembangunan BUMDes dapat berbeda-beda pada tiap-
tiap desa yang berada di Indonesia. Maka untuk
mengoptimalkan dan memotivasi pemerintah desa agar
mereka bersemangat membentuk dan mengoptimalkan
peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
pembangunan desa, beberapa pemerintah daerah
memberikan reward untuk desa yang BUMDesnya
berjalan dengan baik. Salah satunya yakni Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun Kabupaten Sidoarjo merupakan
kabupaten terkecil di Jawa Timur, Sidoarjo menjadi
kabupaten yang memiliki PAD terbesar nomor tiga
setelah Kota Batu dan Kabupaten Bojonegoro.
Tingginya PAD yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo ini
salah satunya tidak terlepas dari peran BUMDes dan
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UMKM dan IKM. Salah satunya yang berperan yaitu
BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi pada tahun
2019 BUMDes Ngingas Makmur Abadi Desa Ngingas,
mendapat penghargaan Juara 1 sebagai BUMDes
Berprestasi tingkat Jawa Timur melalui inovasi
teknologi mesin pengolah sampah ramah lingkungan
karena tidak menghasilkan asap pembakaran sampah
bernama incinerator pembakar sampah ramah
lingkungan berteknologi sprayer. Srlain itu, pada
kegiatan BUMDes award 2020 yang diadakan oleh
PKKPBI — ITS, BUMDes Ngingas Makmur Abadi juga
mendapat pendampingan dari PKKPBI — ITS karena
menjadi salah satu pemenang pada kegiatan tersebut.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi merupakan
penyumbang PAD terbanyak, di tahun 2019 dari total
PAD Rp 90 juta per tahun, BUMDes Ngingas Makmur
Abadi menyumbang Rp 50 juta. BUMDes memiliki
usaha untuk memproduksi dan menjual mesin pembakar
sampah, kemudian mengelola serta mempromosikan
wisata edukasi kampung logam.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam
mengembangkan IKM memiliki kendala yakni
keterbatasan SDM dan BUMDes kesulitan untuk
merangkul IKM agar dapat bergabung dibawah naungan
BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi
Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di
Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015)
Penelitian  kualitatif, =~ yang  didasarkan  pada
postpositivisme, meneliti kondisi obyek yang alamiah.
Fokus penelitian ini yaitu melihat peran BUMDes
sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. Teknik
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data seperti pengumpulan,
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik
Analisis Data Model Miles Dan Huberman (1984)
dalam (Sugiyono, 2019). Subyek dalam penelitian ini
yaitu Kepala Desa Ngingas, Direktur BUMDes Ngingas
Makmur Abadi, Sekretaris BUMDes Ngingas Makmur
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Abadi, pelaku usaha IKM atau owner CV. Cahya Logam
Abadi Jaya, owner Podomoro Teknik, owner
Sanisindometal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan IKM di Desa Ngingas yang
telah berkembang tidak terlepas dari peran BUMDes
Ngingas Makmur Abadi. Sesuai dengan tugas BUMDes
yakni mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat sesuai
dengan potensi murni desa. Dimana potensi yang
dimiliki Desa Ngingas yakni industri logam. Berikut
pemaparan  hasil  observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang dikumpulkan peneliti dari informan
yang telah disesuaikan dengan teori peran menurut Diva
(2009):

1. Peran BUMDes Sebagai Fasilitator
Fasilitator didefinisikan sebagai pihak yang
menjembatani dan menyediakan sarana dan
prasarana, pelatihan SDM, dan serta fasilitasi
untuk promosi produk atau pemasaran. Berikut
penulis akan menjelaskan peran BUMDes dalam
pengembangan IKM sebagai fasilitator:
a. Fasilitator Sarana dan Prasarana
Dalam kegiatan pengembangan IKM di

Desa Ngingas sarana
dan.prasarana.adalh.salah.satu alat
pendukungnya. Sarana dan prasarana

berfungsi sebagai alat untuk memudahkan
dan mempercepat jalannya suatu.kegiatan.
Pada temuan di lapangan, sarana prasarana
yang diamksud yaitu BUMDes memberikan
informasi tempat yang menyediakan bahan
baku yang diperlukan IKM. BUMDes
memberikan fasilitas ini berawal dari adanya
permasalahan yang dihadapi IKM dimana
terkadang mereka
kesusahan.,untuk.,menemukan.,bahan.,baku
yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan

pelaku usaha IKM. Untuk mengatasi
permasalahan ini, BUMDes mencoba
memberikan alternatif yakni BUMDes

Ngingas Makmur Abadi menjadi pihak ketiga
sebagai informan tempat yang menyediakan
bahan baku sesuai dengan kriteria yang
diinginkan pengusaha IKM. Sesuai dengan
keterangan yang diungkapkan Bapak
Zainuddin Arifin selaku Direktur BUMDes
Ngingas Makmur Abadi:

“Terkait peran BUMDes dalam
pemberian fasilitas sarana dan
prasarana untuk IKM itu biasanya
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kita jadi pihak ketiga. Jadi gini,
kalau ada IKM yang membutuhkan
bahan baku apa gitu, terus mereka
nggak tahu harus beli dimana,
biasanya kita ngasih info ke

>

mereka, kita pesankan begitu.’
(Wawancara 05 Juni 2023)

Akantetapi informasi terkait BUMDes
memfasilitasi pemberian informasi tempat
yang menyediakan bahan baku yang sesuai
dengan yang diperlukan IKM pada kondisi di
lapangan ternyata tidak tersebar luas ke
semua pelaku usaha IKM. Hal ini disebabkan
karena kurangnya SDM BUmdes.

Terkait pemberian fasilitas sarana dan
prasarana, Pemerintah Desa Ngingas
ataupun BUMDes selama ini belum pernah
memberikan bantuan alat untuk menunjang
pengembangan IKM. Hal ini disebabkan
karena Pemerintah Desa beranggapan bahwa
IKM telah maju dan tidak memerlukan
bantuan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat
disimpulkan  bahwa BUMDes sudah
memberikan fasilitas sarana dan prasarana
yang cukup baik, meskipun belum berjalan
secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan
tidak meratanya informasi pemberian
fasilitas. Dan pemberian fasilitas peralatan
teknologi  penunjang  produksi  IKM,
Pemerintah Desa Ngingas ataupun BUMDes
Ngingas Makmur Abadi sejauh ini belum
pernah memberikan dengan alasan IKM
yang telah menggunakan peralatan.
Fasilittaor Pelatihan Peningkatan SDM

Pelatihan SDM adalah suatu cara
yang dimanfaatkan untuk meningkatkan
keahlian, pengetahuan, ataupun Kkreativitas
yang nantinya dapat diimplementasikan di
tempat usahanya. Tujuan pelatihan ini yaitu
untuk memberikan pelatihan skill agar IKM
dapat berinovasi mengembangkan usaha
mereka.

BUMDes Ngingas memberikan
pelatihan untuk 1IKM melalui program yang
berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
dan Pemerintah Desa Ngingas. Pelatihan ini
diadakan sebanyak dua hingga 4 bulan sekali
dalam satu tahun.

Dampak positif adanya pelatihan ini
cukup dirasakan peserta pelatihan hal ini
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dibuktikan  dengan setelah  mengikuti
pelatihan khususnya tentang pelatihan
marketing online, yang sebelumnya berjualan
secara door to door, sekarang telah merambah
ke dunia digital:

“Pernah itu seingat saya pelatihan
marketing  online, dampaknya
lumayan bisa kita terapkan. Dulu
saya jualan door to door sekarang
saya jualannya mulai online, jadi
ya lumayanlah kemarin dapet ilmu
terus bisa dipakai” (Wawancara 03
Juli 2023)

Pengurus BUMDes juga
mendapat pelatihan untuk meningkatkan
kualitas SDM pengurusnya, diantaranya
Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo,
Universitas Ciputra, dan Balai Besar
Pelatihan Yogyakarta. Materi yang
diberikan bersifat umum, diantaranya
mengenai akuntansi sederhana, analisis
SWOT, bisnis model canvas, serta
perkembangan perubahan kebijakan
pemerintah terkait desa.

Berdasarkan beberapa penjelasan
diatas dapat disimpulkan  bahwa
BUMDes telah memberikan fasilitas
pelatihan untuk memperbaiki kualitas
SDM bagi IKM dengan cukup baik dan
kebermanfaatannya dapat dirasakan
langsung.

Fasilitator Pemasaran Produk

Tujuan pemasaran dapat membantu
para pelaku IKM dalam memasarkan produk
mereka lebih luas lagi. Promosi dapat
dilakukan dengan mengikutsertakan produk
IKM pada pameran-pameran.

Selain itu, BUMDes juga
menawarkan produk KM ke pejabat
contohnya anggota Komisi V DPR RI, serta
memasarkan ke luar kota, contohnya seperti
Madiun dan Malang.

Usaha BUMDes untuk memasarkan
produk IKM disambut baik oleh IKM. Akan
tetapi terdapat IKM yang tidak berminat
untuk  mengikutkan produknya dalam
pameran, hal ini disebabkan pelaku usaha
IKM vyang produksinya masih terbatas
khawatir tidak dapat memenuhi target pasar.

Berdasarkan  pemaparan  diatas,
penulis menarik kesimpulan bahwa BUMDes
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telah ikut berperan dalam memasarkan
produk IKM. Meskipun saat ini dampak dari
usaha pemasaran yang dilakukan BUMDes
Ngingas Makmur Abadi belum dirasakan
secara langsung secara signifikan, para
pelaku IKM tetap merasa senang karena
produk mereka dapat dikenal lebih banyak
masyarakat hingga ke pasar inteernasional.

Peran BUMDes Sebagai Katalisator

Pada konteks ini katalisator memiliki arti

pihak yang berfungsi sebagai stimulat untuk
mempercepat suatu proses pengembangan usaha
IKM. Penelitian ini akan menjabarkan peran
BUMDes sebagai katalisator sebagai berikut:

a.

Pendanaan

Dana merupakan aspek yang 58 sangat
berperan penting dalam pengembangan IKM
khususnya untuk meningkatkan kualitas
produk serta mengembangkan usaha. Terkait
pendanaan usaha, BUMDes mendapat
anggaran dari APBDes setiap tahunnya.

Berikut ini tabel data penyertaan modal
yang didapat BUMDes dari APBDes Desa
dari Tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 4.1 Penyertaan Modal Yang
Didapat BUMDes Ngingas Makmur
Abadi Dari APBDes

Tahun | Jumlah Penyertaan Modal
2018 Rp 225.000.000,-
2019 Rp 150.000.000,-
2020 Rp 100.000.000,-
2021 Rp 50.000.000,-
2022 Ep 75.000.000,-

Sumber: Olahan data peneliti,2023

Penggunaan penyertaan modal dari desa
tersebut  hanya  diperbolehkan  untuk
memproduksi atau untuk belanja barang
untuk dijual. Tidak diperbolehkan untuk
pengembangan usaha termasuk pelatihan.
Hal ini disebabkan karena desa memiliki
anggaran tersendiri untuk pelatihan.

Apabila IKM membutuhkan bantuan
dana, mereka akan memilih mengajukan
pinjaman ke Bank. Selama ini, pihak Bank
berkeliling menawarkan produk kredit
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3.

mereka ke IKM Ngingas. Seperti penjelasan
Bapak Fajar selaku owner Podomoro Teknik:

“kami gak pernah dapat bantuan
apapun mbak. Kalau butuh
dana ya kami cari sendiri ke
bank, biasanya ke BRI pakai
KUR itu” (Wawancaran 03 Juli
2023)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara,
serta penjelasan diatas, penulis
menyimpulkan bahwa BUMDes Ngingas
Makmur Abadi tidak berperan dalam
pendanaan pengembangan IKM. Hal ini
disebabkan karena dana BUMDes hanya
diperbolehkan  untuk  produksi  usaha
BUMDes dan atau belanja barang untuk
diperjual belikan.

Kerja Sama
Untuk mempercepat proses
pengembangan IKM, BUMDes melakukan
kerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan.
BUMDes menawarkan ke  Sekolah
Menengah  Kejuruan  (SMK)  untuk
melakukan magang di IKM yang berada di
Ngingas. Untuk target dan sasaran dari
BUMDes ini yaitu sekolah yang berada di
Kabupaten Sidoarjo, Yogyakarta, Ponorogo,
dan Jember. Untuk sekolah yang dalam
waktu dekat ini akan melakukan magang
yaitu SMK PGRI Ponorogo yang melakukan
magang selama 8 bulan dan SMKN 2 Jember
yang melakukan magang selama 6 bulan.
Akantetapi  tidak semua IKM
meneriman siswa magang dikarenakan
usahanya yang masih kecil:
tidak menerima mbak,
soalnya usaha kami masih kecil”
(Wawancara 03 Juli 2023)
Berdasarkan penjelasan di atas
penulis menyimpulkan bahwa BUMDes
cukup berperan dalam mempercepat
pengembangan IKM melalui program
kerja sama. Akan tetapi dari beberapa
IKMyang skalanya masih tergolong
kecil, mereka memilih untuk tidak
menerima siswa magang. Hal ini
disebabkan karena keterbatasan tempat.

“kami

Peran BUMDes Sebagai Regulator
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Regulasi dapat menjadi acuan atau pedoman
bagi BUMDes untuk melakukan pengembangan
IKM. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes
Ngingas Makmur Abadi mengeluarkan peraturan
atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
pengurusnya yang dijelaskan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

Pada perannya dalam pengembangan IKM,
BUMDes Ngingas Makmur Abadi tidak memiliki
kebijakan yang terkait dengan pengembangan
IKM, hal ini disebabkan karena apabila BUMDes
membuat regulasi untuk IKM, BUMDes khawatir
IKM akan keluar dari naungannya BUMDes.
Sejauh ini, regulasi untuk pengembangan IKM
baik yang dikeluarkan Pemerintah Desa hanya
sebatas peraturan batasan maksimal lembur pukul
21.00 WIB.

Penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam
pengembangan IKM, BUMDes tidak memiliki
peran sebagai regulator. Pada pengembangan IKM
di Desa Ngingas ini, tidak ada regulasi yang
mengatur tentang pengembangan IKM, hanya
regulasi yang mengatur tentang jam kerja IKM
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngingas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menarik
beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan
peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam
pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di
Desa Ngingas.

Pada indikator fasilitator, BUMDes Ngingas
Makmur Abadi memiliki peran dalam pengembangan
IKM di Desa Ngingas. Hal ini ditunjukkan dengan
BUMDes berperan dalam pemberian fasilitas sarana dan
prasarana,  pelatihan  peningkatan SDM, dan
pemasaran produk. Dimana ketiga indikator tersebut
dijalankan dengan baik. Akan tetapi pada program
pelatihan peningkatan SDM, terdapat kendala dimana
terdapat pelaku usaha IKM yang tidak mengikuti
pelatihan apabila topik pelatihan tidak menarik.
Sehingga hal ini menjadi tugas bagi para penyelenggara
pelatihan untuk kedepannya dapat membuat pelatihan
dengan topik yang selalu menarik.

Pada indikator katalisator, BUMDes Ngingas
Makmur Abadi dalam menjalankan perannya cukup
baik meskipun belum maksimal karena terdapat
indikator yang tidak terpenuhi. BUMDes berperan
dalam melakukan kerja sama dengan beberapa SMK

untuk menawarkan program magang di IKM Desa
Ngingas. Selain itu, BUMDes juga memperkenalkan
produk IKM ke pejabat-pejabat Republik Indonesia.
Kemudian terkait dengan pendanaan IKM, BUMDes
tidak memiliki peran. Karena permodalan BUMDes
hanya diperbolehkan untuk produksi dan atau untuk
belanja barang untuk diperjualkan.

Pada indikator regulator dalam pengembangan
Industri Kecil dan Menengah (IKM) BUMDes Ngingas
Makmur Abadi tidak memiliki peran. BUMDes Ngingas
Makmur Abadi hingga Pemerintah Desa Ngingas tidak
mengeluarkan  regulasi yang berkaitan dengan
pengembangan IKM. Regulasi yang dikeluarkan untuk
mengatur IKM Desa Ngingas hanya berkaitan dengan
batas maksimal jam lembur yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Desa Ngingas, bukan BUMDes Ngingas
Makmur Abadi. BUMDes hanya mengeluarkan regulasi
untuk pengurusnya berupa SOP yang tertuang pada AD
ART.

Saran
Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, peneliti
memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dapat membuat
tempat atau galeri di Desa Ngingas yang dijangkau
oleh banyak orang, contohnya Kantor Desa dan
atau kantor BUMDes.

2. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dapat
melakukan rekruitmen pegawai yang sifatnya
freelance.

3. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada
di Desa Ngingas khususnya yang berada di bawah
naungan BUMDes Ngingas Makmur Abadi
diharapkan dapat turut aktif dalam setiap kegiatan
yang berkaitan dengan pengembangan Industri
Kecil dan Menengah (IKM) baik yang diinisiasi
oleh BUMDes, Pemerintah Desa, ataupun pihak
luar.

4. Pemerintah Desa Ngingas dapat membuat regulasi
yang berkaitan dengan pengembangan IKM agar
dapat tercipta tertib administrasi dan arah
pengembangan IKM Desa Ngingas dapat lebih
jelas.
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